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engadilan Khusus merupakan
pengadilan yang mempunvyai
kewenangan untuk
memeriksa, mengadili dan
memutus perkara tertentu yang hanya
dapat dibentuk dalam salah satu
lingkungan badan peradilan yang berada
di bawah Mahkamah Agung vyang diatur
dalam undang-undang sebagaimana
yang diatur dalam ketentuan norma
Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor
48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman. Keberadaan badan
peradilan khusus dalam penanganan
perselisihan hasil pemilihan kepala
daerah merupakan akibat Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 97/
PUU-X1/2013, bertanggal 19 Mei
2014 yang menghadirkan konsep baru
terhadap penyelesaian perselisihan
hasil Pemilihan Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada).
Perubahan UU Pilkada meletakkan
kewenangan penyelesaian perselisihan
hasil pemilihan kepala daerah pada
badan peradilan khusus. Namun,
sebelum terbentuknya badan peradilan
khusus, kewenangan menyelesaikan
perselisihnan hasil pemilihan kepala
daerah (Pilkada) diselesaikan oleh
Mahkamah Konstitusi (MK).
Melalui Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 97/PUU-X1/2013
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memberikan limitasi batas waktu
pementukan badan peradilan khusus
pemilihan kepala daerah. Dengan
limitasi batas waktu pembentukan
badan peradilan khusus pemilihan
kepala daerah tersebut, yaitu sebelum
pelaksanaan pemilihan umum serentak
secara nasional. Hal ini mengindikasikan
bahwa MK tidak hanya menyelesaikan
perselisihan hasil pemilu dalam
konteks rezim pemilu, namun juga
menyelesaikan sengketa hasil pilkada
dalam konteks rezim pilkada. MK
dalam hal menyelesaikan sengketa
pilkada dengan alasan agar tidak
ada keragu-raguan, ketidakpastian
hukum, dan kevakuman lembaga
yang menyelesaikan sengketa pilkada
sampai dengan terbentuknya badan
peradilan khusus pemilihan.
Selanjutnya, pada Pasal 157
ayat (1) Undang-Undang Nomor 10
Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2015 Tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan
Walikota Menjadi Undang-Undang (UU
10/2016), bahwa perkara perselisihan
hasil Pemilihan akan diperiksa dan
diadili oleh badan peradilan khusus.
Lebih lanjut, Pasal 157 ayat (2) UU

10/2016 mengatur bahwa peradilan
khusus dibentuk sebelum pelaksanaan
Pemilihan serentak nasional. Hal ini
mengindikasikan bahwa sebelum
pelaksanaan pemilihan umum serentak
nasional yang akan dilaksanakan pada
tahun 2024 terkait dengan pilkada
sebagaimana diatur dalam Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 55/
PUU-XVII/2019, bertanggal 26 Februari
2020 dalam pertimbangan hukumnya
mempertimbangkan bahwa, melalui
penelusaran kembali original intent
perihal pemilihan umum serentak,
keterkaitan antara pemilihan umum
serentak dalam konteks penguatan
sistem pemerintahan presidensial, dan
menelusuri makna pemilihan umum
serentak dalam Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 14/PUU-X1/2013,
bertanggal 23 Januari 2014 terdapat
sejumlah pilihan model keserentakan
pemilihan umum yang tetap dapat
dinilai konstitusional berdasarkan UUD
1945,

Peletakan pilkada melalui putusan
MK bukan merupakan rezim pemilu
melainkan rezim pemilihan yang oleh
MK diyakini bahwa hal tersebut telah
sejalan dan senafas dengan apa yang
ditentukan oleh Konstitusi. Hal ini
semakin diperkuat melalui Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 55/

PUU-XVII/2019, bertanggal 26 Februari
2020 yang memungkinkan pilkada
menjadi bagian dari rezim pemilu
kembali berdasarkan model alternatif
yang dinilai konstitusional oleh MK.
Lebih lanjut, berdasar ratio decidendi
pertimbangan MK, ide dasar peletakan
wewenang penyelesaian sengketa
hasil pemilihan merupakan bagian dari
wewenang lembaga Mahkamah Agung.
Sehingga, melalui konsep Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-
XVI1/2019 yang tidak lagi membedakan
antara rezim pemilu dan pemilihan.
Hal tersebut menjadi berbeda dengan
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
97/PUU-XI/2013.

Terkait dengan badan peradilan
khusus ini dalam perkembangannya,
apakah merupakan kewenangan
MK atau merupakan kewenangan
Mahkamah Agung, telah diajukan
Judicial review ke Mahkamah Konstitusi,
serta telah diputus oleh Mahkamah
Konstitusi melalui Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022,
bertanggal 29 September 2022.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
85/PUU-XX/2022

Dalam Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022,
bertanggal 29 September 2022, yang
digjukan oleh Pemohon: Perkumpulan
untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem),
berkedudukan sebagai badan hukum
privat berupa organisasi non pemerintah
atau lembaga swadaya masyarakat
yang bergiat mendorong pelaksanaan
pemilihan umum demokratis serta
mendorong demokratisasi di Indonesia.
Hak konstitusional Pemohon berpotensi
dirugikan oleh berlakunya Pasal 157
ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU Pilkada
karena ketentuan a quo memerintahkan
pembentukan badan peradilan khusus
untuk menangani perkara perselisihan

hasil Pemilihan, yang hingga saat ini

belum ditindaklanjuti. Belum dibentuknya

badan peradilan khusus, menurut

Pemohon berpotensi menggagalkan

salah satu tahap dalam proses

penyelenggaraan pemilihan gubernur,
bupati, dan walikota, vaitu tahapan
penyelesaian perselisian hasil pilkada.

Hal demikian potensial mengakibatkan

upaya dan aktivitas Pemohon dalam

mendorong terwujudnya MK sebagai
badan peradilan perselisihan hasil
pemilihan kepala daerah menjadi sia-sia.

Dalam pertimbangan hukumnya,

Mahkamah berpendapat terkait

dengan kedudukan hukum Pemohon,

Pemohon telah dapat menjelaskan

adanvya hubungan sebab-akibat (causal

verband) antara anggapan kerugian hak
konstitusional Pemohon yang bersifat
potensial dengan berlakunya norma
undang-undang vang dimohonkan
pengujian. Dalam kaitannya dengan
anggapan kerugian, apabila permohonan
Pemohon dikabulkan maka anggapan
kerugian yang bersifat potensial
tersebut tidak akan terjadi. Berdasarkan
hal demikian, terlepas dari terbukti atau
tidaknya dalil permohonan Pemohon
mengenai inkonstitusionalitas norma

Pasal 157 ayat (1), ayat (2), dan

ayat (3) UU 10/2016, Mahkamah

berpendapat Pemohon mempunyai
kedudukan hukum untuk bertindak
sebagai Pemohon dalam perkara a guo.

Selanjutnya, Pemohon mendalilkan

inkonstitusionalitas norma 157 ayat (1),

ayat (2), dan ayat (3) UU 10/2016.

Pemohon mengemukakan dalil-dalil

permchonan yang apabila dirumuskan

oleh Mahkamah pada pokoknya sebagai
berikut:

1. Mekanisme penyelesaian
perselisihan hasil pilkada adalah
garda terakhir untuk memastikan
bahwa hasil pemilihan
gubernur, bupati, dan walikota

betul-betul dihasilkan dari suatu
penyelenggaraan pemilihan yang
langsung, umum, bebas, rahasia,
jujur, dan adil, serta sesuai dengan
mekanisme yang demokratis;
Sangat berbahayajika pelaksanaan
penyelesaian perselisihan
pemilihan kepala daerah tersebut
dilaksanakan oleh institusi atau
perangkat yang disebut dalam
UU a quo sebagai badan peradilan
khusus, namun hingga saat ini
belum ada wujudnya sama sekali;
Adanya ketentuan UU a quo
akan berakibat pada kacaunya
proses penyelesaian perselisihan
hasil pemilihan kepala daerah
karena tidak mungkin menyiapkan
suatu lembaga peradilan khusus
dalam waktu singkat menjelang
dimulainya tahapan pelaksanaan
pilkada serentak secara nasional;
Pasal 157 ayat (1) UU 10/2016
yang mengatur bahwa
penyelesaian perselisihan hasil
pemilihan gubernur, bupati, dan
walikota dilaksanakan oleh badan
peradilan khusus, merupakan
tindakan pembentuk undang-
undang sebagai tindak lanjut atas
Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 97/PUU-X1/2013;
Pasca Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 97/PUU-
X1/2013 telah terdapat perubahan
kerangka hukum pemilihan kepala
daerah yang signifikan. Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 97/
PUU-XI/2013 tersebut mengadili
konstitusionalitas ketentuan di
dalam UU 12/2008, sementara
UuU 12/2008 sejak tahun 2014
sudah tidak berlaku lag;

Untuk menjawab kebutuhan
adanya lembaga vyang
kredibel demi memastikan
terselenggaranya tahapan
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penyelesaian perselisihan hasil

pemilihan gubernur, bupati, dan

walikota, Pemohon berharap

Mahkamah mengembalikan

kewenangan penyelesaian

perselisihan hasil pemilihan
kepala daerah kepada Mahkamah

Konstitusi.

Menurut Mahkamah, bahwa
meskipun dalam ketentuan norma
Pasal 157 ayat (1) dan ayat (2)
UU 8/2015 telah disahkan dan
diundangkan sejak 18 Maret 2015
dan perintah tersebut telah pula
dikukuhkan kembali dalam Pasal 157
ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016 yang
disahkan dan diundangkan sejak 1
Juli 2016, "perintah” yang termaktub
dalam norma a quo belum dilaksanakan
oleh pembentuk undang-undang.
Bahkan, ketika terjadi perubahan UU
8/2015 menjadi UU 10/2016 di mana
ketentuan perihal penyelenggaraan
pemungutan suara serentak secara
nasional pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
serta Walikota dan Wakil Walikota
semula direncanakan pada tanggal dan
bulan yang sama pada tahun 2027
dimajukan menjadi dilaksanakan pada
bulan November perintah tersebut
pun belum dilaksanakan. Padahal,
secara substansial, norma Pasal 157
avat (1) dan ayat (2) UU 8/2015
Jjo. UU 10/2016 memerintahkan
pembentukan badan peradilan khusus
untuk mengadili/menyelesaikan
sengketa perselisihan hasil pemilihan
kepala daerah sudah harus terbentuk
sebelum penyelenggaraan pemilihan
serentak secara nasional. Namun
hingga dilangsungkannya rangkaian
persidangan permohonan g quo,
Mahkamah belum melihat upaya konkret
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dari pembentuk undang-undang untuk
membentuk suatu badan peradilan
khusus vang ditugasi mengadili atau
menyelesaikan sengketa perselisihan
hasil pemilihan kepala daerah. Padahal
dengan dimajukannya jadwal atau
agenda pemilihan kepala daerah
serentak secara nasional menjadi
November 2024, upaya membentuk
peradilan khusus harus menjadi agenda
konkret dan mendesak. Hal tersebut
dapat ditelusuri, misalnya, dengan tidak
ditindaklanjutinya Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 97/PUU-X1/2013
dan UU 10/2016 dengan membentuk
undang-undang yang mengatur badan
peradilan khusus pemilihan, yaitu
dengan belum dicantumkannya dalam
Program Legislasi Nasional. Dalam
hal ini, pembentukannya sudah harus
dimulai setidaknya dengan adanya
langkah konkret seperti tahapan
penyusunan rencana atau konsep
mengenai badan peradilan khusus,
dasar hukum pembentukannya, dan
kerangka hukum penyelesaian sengketa
hasil pemilihan kepala daerah oleh
sebuah badan peradilan khusus yang
dirancang secara khusus pula.

Dari perkembangan sejarah
penyelesaian perselisihan hasil
pemilihan kepala daerah secara
langsung di Indonesia sejak tahun
2005, telah menjadi fakta hukum
bahwa Mahkamah Konstitusi bertindak
sebagai badan peradilan yang mengadili
perselisihan hasil pemilihan kepala
daerah dan wakil kepala daerah sejak
kewenangan tersebut dialihkan dari
Mahkamah Agung ke Mahkamah
Konstitusi tahun 2008 hingga saat ini.
Kewenangan tersebut dilaksanakan di
tengah fakta hukum adanya Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 97/

PUU-XI/2013 yang berpendapat bahwa
perkara perselisihan hasil pemilihan
kepala daerah dan wakil kepala daerah
"seharusnya” tidak ditangani oleh
Mahkamah Konstitusi.

Suatu kewenangan hukum
yang bersifat sementara secara ideal
pasti disertai dengan batas waktu
kesementaraan tersebut. Pada suatu
norma undang-undang yang mengatur
kewenangan hukum bersifat sementara,
secara ideal pasti sudah dilengkapi
dengan norma yang mengatur batas
waktu kesementaraan itu. Berpijak dari
hal demikian, ketika Pasal 201 ayat
(8) UU 10/2016 mengatur pemilihan
serentak nasional akan dilaksanakan
pada bulan November 2024, maka
penalaran hukum mengarahkan bahwa
kesementaraan kewenangan yang
diamanatkan kepada Mahkamah
Konstitusi harus berakhir sebelum
bulan dan tahun dimaksud.

Terkait pembelahan rezim
pemilihan dalam UUD 1945, Mahkamah
mengamati terdapat perubahan
penafsiran yang disebabkan oleh
praktik berhukum di Indonesia. Pada
periode awal pasca perubahan UUD
1945, di mana pemilihan kepala daerah
berdasarkan UUD 1945 hasil perubahan
yang belum lama dipraktikkan,
Mahkamah menafsirkan adanya suatu
pembedaan antara rezim Pemilihan
Umum Nasional dengan Pemilihan
Kepala Daerah. Namun beberapa
periode setelah pemilihan kepala
daerah secara langsung dilaksanakan
konsisten dan relatif telah menemukan
bentuk terbaiknya, Mahkamah
menemukan praktik berhukum vyang
menurut Mahkamah secara implisit
telah mengubah penafsiran mengenai
Pemilihan Kepala Daerah.

Penafsiran yang dilakukan
langsung melalui praktik berhukum
demikian, yang menunjukkan hasil baik
selama beberapa periode pemilihan
umum, telah mendorong Mahkamah
untuk meninjau ulang pendapat atau
penafsirannya mengenai pembedaan
rezim (tata kelola) kepemilihan dalam
UUD 1945. Pergeseran atau perubahan
penafsiran demikian dapat dilakukan
oleh Mahkamah dengan tetap harus
didasarkan pada alasan yang sangat
kuat dan mendasar. Bagaimanapun,
dalam hal tafsir atas norma Konstitusi
dilakukan terlalu longgar dan relatif
sering akan berpotensi memunculkan
ketidakpastian hukum, yang kondisi
ketidakpastian demikian justru
berusaha dihindari dan dihilangkan
oleh UUD 1945.

Berkenaan dengan perbedaan
antara kedua rezim pemilihan
dimaksud, melalui Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019
yang diucapkan dalam siding terbuka
untuk umum pada 26 Februari 2020,
khususnya Sub-paragraf [3.15.1]
Mahkamah mempertimbangkan
sebagai berikut:

“..bahwa melacak perdebatan
selama perubahan UUD 1945,
terdapat banyak pandangan dan
perdebatan prihal keserentakkan
pemilihan umum. Dalam hal ini,
adalah benar bahwa penyelenggaraan
pemilu serenak lima kotak menjadi
salah satu gagasan yang muncul
dari pengubah UUD 1945. Namun,
gagasan tersebut bukanlah satu-
satunya yang berkembang ketika
perubahan UUD 1945. Berdasarkan
penelusuran rekaman pembahasan
atau risalah perubahan UUD 1945
membuktikan terdapat banyak varian

pemikiran prihal keserentakkan
penyelenggaraan pemilihan umum.
Bahkan, para pengubah UUD 1945
sama sekali tidak membedakan
rezim pemilihan. Diantara varian
tersebut, vaitu: (1) Pemilihan umum,
baik pemilihan anggota legislatif
maupun pemilihan presiden dan wakil
presiden, dilakukan secara bersamaan
atau serentak di seluruh Indonesia; (2)
Pemilihan umum serentak hanya untuk
memilih anggota DPR, DPRD, dan
DPD dilaksanakan diseluruh wilayah
Republik Indonesia; (3) Pemilihan
umum serentak secara nasional
maupun serentak bersifat lokal; (4)
Pemilihan umum serentak sesuai
dengan berakhirnya masa jabatan
yang akan dipilih, sehingga serentak
dapat dilakukan beberapa kali dalam
lima tahun itu, termasuk memilih
langsung gubernur, bupati/walikota;
(5) Pemilihan umum serentak, namun
penyeleggaraan keserentakkannya
diatur dengan undang-undang; (6)
Penyelenggaraan pemilihan presiden
dan pemilihan umum dipisahkan.
Kemudian pemilihan presiden diikuti
juga dengan pemilihan gubernur,
bupati, dan walikota; dan (7)
Pemilihan presiden dan wakil prsiden
waktunya berbeda dengan pemilihan
umum akan memilih DPR, DPD, dan
DPRD. Sementara itu, pemilihan
rumpun eksekutif: Presiden dan Wakil
Presiden, Gubernur, Bupati, Walikota,
dan sebagainya dipilih langsung oleh
rakyat..”

Berdasarkan pertimbangan
hukum tersebut, dengan menggunakan
original intent perubahan UUD 1945,
Mahkamah telah menegaskan bahwa
tidak terdapat lagi perbedaan rezim
pemilihan.

Tafsir atas UUD 1945 yang tidak
lagi membedakan antara pemilihan
umum nasional dengan pemilihan kepala
daerah, secara sistematis berakibat
pula pada perubahan penafsiran atas
kewenangan Mahkamah Konstitusi
yang diatur dalam Pasal 24C ayat (1)
UUD 1945. Pasal 24C ayat (1) UUD
1945 menyatakan bahwa Mahkamah
Konstitusi berwenang mengadili
pada tingkat pertama dan terakhir
yang putusannya bersifat final untuk,
salah satunya, memutus perselisihan
tentang hasil pemilihan umum.
Selanjutnya makna konstitusional yang
demikian diturunkan dalam berbagai
undang-undang vang terkait dengan
kewenangan Mahkamah Konstitusi,
terutama Undang-Undang Kekuasaan
Kehakiman.

Norma demikian pada akhirnya
harus dipahami bahwa perkara
perselisihan hasil pemilihan umum
yang diadili oleh Mahkamah Konstitusi
terdiri dari pemilihan umum untuk
memilih Presiden dan Wakil Presiden;
memilih anggota Dewan Perwakilan
Rakyat; memilih anggota Dewan
Perwakilan Daerah; memilih anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
baik provinsi, kabupaten, maupun kota;
serta memilih kepala daerah provinsi,
kabupaten, maupun kota.

Dalam pertimbangannya,
Mahkamah berpendapat bahwa
badan khusus yang pembentukannya
diamanatkan oleh Pasal 157 ayat
(1) dan ayat (2) UU 10/2016 adalah
suatu badan peradilan. Sebagai
suatu badan peradilan, Mahkamah
berpendapat keberadaannya harus
berada di bawah naungan kekuasaan
kehakiman yang diatur dalam Bab IX
Kekuasaan Kehakiman UUD 1945.
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Menurut Mahkamah, semua norma
mengenai badan/lembaga peradilan
diatur dalam satu bab yang sama
yaitu Bab IX Kekuasaan Kehakiman
yang terdiri dari, antara lain, Pasal 24
dan Pasal 24C UUD 1945. Rangkaian
norma hukum dalam pasal-pasal
tersebut mengatur bahwa kekuasaan
kehakiman, sebagai kekuasaan yang
merdeka untuk menyelenggarakan
peradilan, dilakukan oleh sebuah
Mahkamah Agung dan badan peradilan
yang berada di bawahnya serta oleh
sebuah Mahkamah Konstitusi.
Pembatasan dalam UUD 1945
demikian pada akhirnya menutup
kemungkinan dibentuknya suatu badan
peradilan khusus pemilihan yang tidak
berada di bawah lingkungan Mahkamah
Agung serta tidak pula berada di bawah
Mahkamah Konstitusi. Pilihan yang
muncul dari pembatasan konstitusional
demikian adalah badan peradilan
khusus tersebut harus diletakkan
menjadi bagian dari Mahkamah Agung
atau menjadi bagian di Mahkamah
Konstitusi. Namun mengingat latar
belakang munculnya peralihan
kewenangan mengadili perselisihan
hasil pemilihan kepala daerah pada
beberapa periode sebelumnya,
menurut Mahkamah solusi hukum
meletakkan atau menempatkan
badan peradilan khusus tersebut di
bawah Mahkamah Agung maupun
Mahkamah Konstitusi bukan pilihan
vang tepat dan konstitusional. Apalagi
seandainya badan peradilan khusus
tersebut direncanakan untuk dibentuk
terpisah kemudian diletakkan di bawah
Mahkamah Konstitusi, hal demikian
membutuhkan pengubahan dasar
hukum yang lebih berat mengingat
kelembagaan Mahkamah Konstitusi
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dibatasi secara ketat oleh UUD 1945
dan undang-undang pelaksananya.
Pilihan atau alternatif yang lebih
mungkin dilaksanakan secara normatif,
dan lebih efisien, bukanlah membentuk
badan peradilan khusus untuk
kemudian menempatkannya di bawah
Mahkamah Konstitusi, melainkan
langsung menjadikan kewenangan
badan peradilan khusus pemilihan
menjadi kewenangan Mahkamah
Konstitusi. Hal demikian sejalan dengan
amanat Pasal 24C ayat (1) UUD
1945 karena pemilihan kepala daerah
adalah pemilihan umum sebagaimana
dimaksud Pasal 22E UUD 1945,

Dengan tidak adanya lagi
pembedaan rezim dalam pemilihan
sebagaimana pertimbangan hukum
di atas dan telah dinyatakannya
kewenangan badan peradilan khusus
menjadi kewenangan Mahkamah
Konstitusi, berimplikasi tidak berlakunya
ketentuan Pasal 157 ayat (1) dan
ayat (2) UU 10/2016 sehingga harus
dinyatakan bertentangan dengan UUD
1945.

Bahwa ketentuan Pasal 157 ayat
(1) dan ayat (2) UU 10/2016 yang
mengatur keberadaan serta rencana
pembentukan badan peradilan khusus
pemilihan merupakan conditio sine
qua non bagi keberadaan Pasal 157
ayat (3) UU 10/2016. Pasal 157 ayat
(3) UU 10/2016 mengatur tentang
lembaga yang untuk sementara diberi
kewenangan sebagai/menjadi badan
peradilan pemilihan di masa transisi
atau di masa ketika badan peradilan
khusus pemilihan tersebut belum
dibentuk.

Inkonstitusionalitas Pasal 157
ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016
membawa implikasi hilangnya

kesementaraan yang diatur dalam
Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016, tidak
lain karena causa kesementaraan
demikian telah hilang. Dengan demikian,
kewenangan Mahkamah Konstitusi
untuk memeriksa dan mengadili perkara
perselisihan hasil pemilihan tidak lagi
terbatas hanya “sampai dibentuknya
badan peradilan khusus”, melainkan
akan bersifat permanen, karena badan
peradilan khusus demikian tidak lagi
akan dibentuk.

Demi memperjelas makna Pasal
157 ayat (3) UU 10/2016 vang tidak
lagi mengandung sifat kesementaraan,
maka menurut Mahkamah frasa
“sampai dibentuknya badan peradilan
khusus” harus dicoret atau dinyatakan
bertentangan dengan UUD 1945.
Dengan dihilangkannya frasa tersebut
Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016
selengkapnya harus dibaca “Perkara
perselisihan penetapan perolehan
suara tahap akhir hasil Pemilihan
diperiksa dan diadili oleh Mahkamah
Konstitusi”.

Dengan dinyatakan
inkonstitusional ketentuan Pasal 157
ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) sepanjang
frasa "sampai dibentuknya badan
peradilan khusus” dalam UU 10/2016,
maka ketentuan-ketentuan yang lain
yang terkait dengan penyelesaian
sengketa hasil pemilihan kepala daerah
tetap berlaku dan menyesuaikan
dengan putusan a quo.

“Everyone’s unique. Be
yourself with confidence,
bravery, agility,
intelligence, wisdom,
(then) colour the world..."
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